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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR: 476

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 8 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

Menimbang :a. bahwa sebagai upaya penataan Wilayah yang
selaras  dengan rencama  pengzmbangan
pembanzunan dalam pemanfaatan lahan
sehingga dapat menunjang  pemangunan
‘maka peruntukan penggunaan tanah perlu
mendapat izin dari Bupati ;

b. behwa .......



Mengingat

J1 .

. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerimtah

Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah
sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor
18 Tahun 1997 tentang FPajak Daerah dan
Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin
Peruntukan  Penggunaan  Tanah  perlu

pengaturan ;

. bahwa untuk terlaksananya maksud pada

huwruf a dan b i atas, Retribusi Lzin Peruntu kan
Penggunaan Tanah perlu diatur dan ditetapkan
dalam Peraturan Daerah.

: 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1930 tentang

Pemerintahan Daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun

1950) ;

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Tahun 1981 MNomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3209) ;

. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1952 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3501) ;

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 199 tentang

Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 2569 ;

5. Undang-undang ......
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11.
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Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3685) ;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3699) ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3839) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

ientang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acar: Pidana

Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2238) ;

Peraturan Pemerintah Momor 20 Tahun 1997
ientang Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Tahun 1997 Nomor 55 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3692) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 1997 tentang Penyidik FPegawa Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara
Femungutan Retribusi Daerah ;



..

12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119
Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-
jenis Retribusi Daerah Tingkat [ dan Daerah
Tingkat I ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147

Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif
Retribusi ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2
Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

(Lembaran Daerah Nomor 466 Tahun 2000).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERANG

MEMUTUSEKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
[ZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH.

BAD I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
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. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat
Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

. Kepala Daerah adalah Bupati Serang

. Pejabat adalah Pegawai vang diberi tugas tertentu di bidang
retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

vang berlaku,

. Badan adalah suatu bentuk badan wusaha vang melipubi
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya,
Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan
bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi,
koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana
pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan
tertentu Pemerintih Daerah dalam rangka pemberian izin
kepada orang pribadi atau Badan dengan tujuan untuk
pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas
kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam,

barang, prasarana, sarana atau fasilitas  terlentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan.

. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang selanjutnya
disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin

peruntukan penggunaan tanah kepada .orang pribadi atau
Badan vang akan menggunakan tanah seluas 5000 m2 atau lebih
sesuai dengan rencana tata ruang Daerah.

i

8 lzn ...
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8. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah izin yang diberikan

oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan
Usaha untuk menggunakan tanah seluas 5000 m2 atau lebih

vang dimaksudkan agar penggunaan tanah sesuai dengan
rencana tata ruang Daerah yang meliputi Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTR
Kawasan), Rencan Umum Tal Ruang Kota (RUTEK), Rencana
Detail Tata Ruang Kota (RDTLK), Rencana Teknik Ruang Fota
(RTRE) atau Site Plan.

9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan vang menurut
peraturan  perundang-undangan retribusi diwajibkan  untuk
melakukan pembararan retribusi.

10. Surat Ketetapan Betribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SKRD adalah surat  kepubuwsan yang menentukan besarnya

jumlah retribusi yang terutang,

11.Surat Tagihan Retribusi Daerah vang selanjuinya disingkat
STRD adalah sural untuk melakukan tagilan rotribusi dan atau

sanksi administras: berupa bunga dan atau denda,
BAB II
MNAMA, CBYEK DANSUBYER RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi lzin Peruntukan Penggunaan Tanah
dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin
perintukan penggunaan tanah seluas 5000 m2 atau lebih

sesuai dengan ketentuan yang beraku.

) Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian izin peruntukan penggunaan
tanah seluas 2000 m2 atau lebdh,
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Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang
memperoleh izin peruntukan penggunaan tanah.

BAB I
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah digolongkan
Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 6

(1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan tanah
untuk kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 2, wajib memiliki
izin peruntukan penggunaan tanah dari Bupati.

(2) Tata cara pengajuan izin dan syarat-syarat yang harus dipenuhi
oleh pemohon, diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas tanah yang
dimanfaatkan dan peruntukan tanah yang direncanakan oleh
PENEEUNA 1asa.

F
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BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal &

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struklur dan bosarnya
tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian
atau  sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin
peruntukan penggunaan tanah,

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya
survey lapangan, pengukuran dan pematokan dan biaya
transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian,
yang selanjutnya disebut biaya operasional.

~ (3) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur

dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 9

Resarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
a. Industri dan Pelabuhan . .......c.oococenssisssssnninnnn 60 o
b, Pari WIS cooovseesssssmmmessrrreseseersssssssssssssmuennsnnrs sensblp 0
. Industri Bumah Tangga < IO | & | -4
d. Komplek Perumahan:

1. Rumah Sangat Sederhana ... ceesereenn 030 %

3. Rumah Sederhana o v sesseceeeee oo 060 %
e, Perkantoran, Jasa dan Usaha Komersial ............ 1,80 %






(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan,

(2} Retribusi t.iipurlgui: :iengln menggunakan SKRED atau dokumen
lain yang dina-nurn akan.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 14

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

i:lj IH'I;! "|.Hii-l I."Ll.l.l.w.f l.ll.l.l].l.- l.l"!-ll..f LI“"I. -.il.p =ﬂ:.ll-l.-i

retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
TATA CARA FENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

(1) Pengeluaran Surat Teguran atau Peringatan atau Surat lainnva
vang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan
retribusi segera setelah 7 (twjuh) han seak jatuh tempo
pembayaran.

(2) Dalam jangka wakiu 7 {tu|l.1h} hari setelah l:nnggal Surat

Teguran atau Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib
Retribusi harus melunas: Retribusi yang terutang.

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1), dikeluarkan oleh
Pejabat yang ditunjuk.
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BAB XIV
SANEKSI ADMINISTRASI
Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya
atau kurang membayar, ikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terutang

atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

DAD XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan
dan pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan
Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 18

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah
melampaui jangka waktn 3 (higa) tahun terhitung cajak caat

terutangnya relribusi, kecuali  apabila Wajib Retribusi
melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Radaluwarsa ..........



1.

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran ;

b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik
langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 19

(1) Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil tertentu dilingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik
untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah, '

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada avat (1)
adalah :

a. Menerima,  mencari, mengumpulkan dan meneliti

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana

dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang, pribadi atau badan tentang kebemaran perbuatan yamg
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
retribusi Daerah ;

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi

alau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
retribusi Daerah ;

d. Memeriksa ...........
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d. Memeriksa bukusbuku, catatan<catatan dan dokumen=

dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang
retribusi Daerah ;

€. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
£ Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan

ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang

berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen
yang dibawa sebagaimana dimaksud pada hurufe;

h. Memotret seseorang vang berkaitan dengan tindak pidana
retribusi Daerah ;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannva dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

j-  Menghentikan penyidikan ;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Dwaerah

menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan
dimulainya  penyidikan dan  menyampaikan  hasil
penyidikannya, kepada Penuntut Umum, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor § Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIIL .......
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DisahkandiSerang
pada tanggal 25 September 2000
BUPATI SERANG,

Cap, Ttd.

BUNYAMIN

DiundangkandiSerang
pada tanggal 30 September 2000

JEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,
Cap/Ttd.

AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2000 NOMOR 476
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Dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Retribusi
lzin Peruntukan dan Penggunaan Tanah, maka pelaksanaan
pemungutan refribusi atas [zin dimaksud vang dilakukan oleh
Pemerintah Dacrah diharapkan dapat memberikan Kkontribusi
Pendapatan Asli Daerah (PAD), demikian juga dengan pemberian
izin tersebut, Pembangunan di Daerah Kabupaten Serang dapat
tertata rapih sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Serang,

FASAL DEMI FASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian dan istilah vang dipergunakan
dalam Peraturan Daerah ini.

lasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas



Fasal 7

Cukup Jelas
Pasal 8

Cukup Jelas
Pasal 9

Huruf as/d g

Cukup Jelas
Huruf h

Usaha sektor pertanian meliputi Usaha Tambak, Usaha
Perkebunan di luar persawahan.

Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11

Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Avat (1)
Yang dimkasud tidak dapat diborongkan adalah proses
kegiatan' tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. -

Mamun dalam pengertian imni bukan berarti bahwa

Pemerintah Daerah tdak boleh bekerjasama dengan
pihak ketiga.

Dengan .....
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Dengan sangat seleklif dalam proses pemungutan
retribusi, Pemerintah Daerah  dapat  mengajak
bekerjasama badan-badan  tertentu  yang  karena
profesionalismenya  layak  dipercaya untuk  ikut
melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi
secara lebih efisien. Kegiatan Pemunguian retribusi
yang tidak capat dikerjasamakan dengan pihak ketga
adalah kegiatan perhitungan besarnva retribusi yang
teratang, pengawasan,  penyetoran  retribusi dan
penagihan retribusi,

Ayat (2)

Yang dimaksud dengar Dokumen lain vang
dipersamakan anata lain karcis dan kupon.

Pasal 14

Cukup Jelas
Pasal 15

Cukup Jelas
Pasal 16

Cukup Jelas
Fasal 17

Cukup Jelas
Pasal 1B

Cukup |elas



Pasal 19
Ayat (1)

Yang dimaksud Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
adalah Penyidik Pegawai Nogeri Sipil Pemerintah Daerah
yang telah diangkat berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

Avat (2) dan (3)
Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas
Pasal 21

Cukup Jelas
Pasal 22

Cukup Jelas



